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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SALINAN

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :
Ali Tade Bin Djil Tade, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Samajatem ,
Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagai
Pemohon |;

Sia Fajar Binti Fajar Tadda, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan |bu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa
Samajatem (T.Jepara), Kecamatan Pagimana, Kabupaten
Banggai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama terseburt;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 01 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Luwuk pada tanggal 04 November 2020 dengan register perkara

Nomor 405/Pdt.P/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama
Islam pada tanggal 25-03-2002 di Desa Samajatem, Kecamatan Pagimana,
Kabupaten Banggai dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon Il yang

bernama Fajar Tadda yang dinikahkan oleh PPN Desa Samajatem bernama
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Abdullah Ndalang, karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan
maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dan dihadiri oleh dua orang
saksi masing-masing bernama Djil Tade Dan Ando Tingki Bahwa saat
menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon Il berstatus Perawan;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il belum
dikaruniai anak;

Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan
keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan
untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon |
dan Pemohon Il dan selama itu pula Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
pernah terjadi perceraian;

Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak tercatat pada
Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon | dan Pemohon Il sekarang tidak
mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah,
sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk untuk mengurus Akta
Nikah . dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cg. hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon I;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon | (Ali Tade Bin Djil
Tade .) dengan Pemohon Il (Sia Fajar Binti Fajar Tadda ) yang
dilaksanakan tanggal 25-03-2002 di Desa Samajatem(T.Jepara) |,
Kecamatan Pagimana , Kabupaten Banggai;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak

datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai
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wakil atau kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai alasan
ketidak hadirannya sekalipun telah diberitahukan melalui Surat panggilan
(relaas) dari Pengadilan Agama Luwuk untuk pelaksanaan sidang perkara
ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah
menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di
persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dengan satu kali sidang,
maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai
pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap
sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara,
dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., Hakim Pemeriksa
berpendapat bahwa Permohonan para Pemohon harus digugurkan dan
dianggap selesai ;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para
Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan
perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya

kembali dengan membayar biaya perkara;
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Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan
dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan
Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara
ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata
adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa
adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor W.19.
A2/650.a/HM.01.1/IX/2020 tanggal 01 September 2020 perkara ini
diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara
bersama-sama antara Pengadilan Agama Luwuk, Kementerian Agama
Kabupaten Banggai dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banggai, dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta
Kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2020, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang
Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran,
maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara
melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon | dan Pemohon Il gugur;
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2. Biaya perkara sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum’at tanggal 20
November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1442
Hijiah oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal pada
Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan
didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan

dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 184.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)
Untuk Salinan
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Panitera Pengadilan Agama Luwuk

Drs. Rusdin
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